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ABSTRAK

CATATAN

- Guna melaksanakan ketentuan Pasal : 16, 17 ayat (2), Pasal 21 ayat (5), Pasal

35 ayat (3), Pasal 62 ayat (3). Dan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan
Rakyat;

Dasar hukum dari Peraturan Pemerintah ini : Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU
No. 4 Tahun 2016;

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai pengelolaan Dana Tabungan
Perumahan Rakyat (Tapera) dan tata kelola Badan Pengelola (BP) Tapera. Turut
diatur mengenai pengerahan, kepesertaan, besaran iuran dan pemupukan
yang terkait pengelolaan dana Tapera. Mengatur mengenai pemenuhan
kekurangan hasil pengelolaan modal awal, sumber, dan penggunaan asset BP
Tapera. BP Tapera menjalankan tusi dan wewenangnya sebagai regulator,
sementara operasionalisasinya diserahkan antara lain pada Bank Kustodian,
Manajer Investasi, dan bank atau Perusahaan Pembiayaan. Turut diatur tata
kelola BP Tapera berikut asas pengelolaan dan pengaturan terkait tata cara
pengenaan sanksi administrative
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